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ABSTRAK

Muhammad Yusron, NIM 2051114007. 2017. Formulasi Alternatif Pasal 209
Kompilasi Hukum Islam Tentang Pemberian Harta Peninggalan Kepada Anak
Angkat. Tesis Magister Hukum Keluarga, Program Pascasarjana IAIN
Pekalongan. Pembimbing: (1) Dr. Akhmad Jalaludin, M.A. (2) Dr. Trianah
Sofiani, M.H.

Kata Kunci: Formulasi alternatif, Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, Wasiat
Wajibah

Wasiat wajibah dijadikan sebagai formulasi Pasal 209 Kompilasi Hukum
Islam (KHI) yang mengatur tentang hak anak angkat maupun orang tua angkat
atas harta peninggalan. Ketentuan Pasal tersebut dilatarbelakangi oleh semangat
hukum progresif yang mengacu pada kemaslahatan anak angkat maupun orang tua
angkat. Pasal 209 KHI ternyata menimbulkan problematika baik filosofis, yuridis,
maupun teoritis.

Ada tiga rumusan masalah yang menjadi fokus pembahasan dalam tesis
ini, yaitu mengenai mengapa wasiat wajibah diformulasikan dalam Pasal 209 KHI
untuk memberikan hak atas harta peninggalan kepada anak angkat, bagaimana
implikasi wasiat wajibah terhadap hak ahli waris dan anak angkat, dan bagaimana
formulasi alternatif Pasal 209 KHI dalam pemberian harta peninggalan kepada
anak angkat.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menganalisa
dan menemukan formulasi baru Pasal 209 KHI. Menggunakan pendekatan ushul
figh. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yang terdiri dari
bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dengan menggunakan metode analisis
preskriptif yang bertujuan menghasilkan preskripsi mengenai yang seharusnya.
Hasil kajian menggunakan logika hukum, penafsiran hukum, argumentasi hukum,
serta asas-asas hukum untuk menghasilkan kesimpulan sebagai jawaban atas isu
hukum.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa: Pertama, wasiat wajibah sebagai
formulasi Pasal 209 KHI merupakan suatu bentuk khAilah syariyyah dalam rangka
memberikan harta peninggalan kepada anak angkat dan orang tua angkat. Kedua,
Pasal 209 KHI berimplikasi positif-negatif pada anak angkat dan ahli waris, pada
satu sisi para perumus KHI ingin memberikan kemaslahatan kepada anak angkat
dengan memberikan bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya melalui
wasiat wajibah, namun di sisi lain pemberian itu dapat menyebabkan kerugian
pada ahli waris. Kondisi dilematis ini disebabkan oleh formulasi pasal yang
mengakomodir kepentingan anak angkat semata. Ketiga, formulasi Pasal 209 KHI
mengenai ketentuan hukum anak angkat dan orang tua angkat perlu dicarikan
formulasi alternatif. Konsep hibah wajibah adalah konsep yang dapat dijadikan
sebagai alternatif dalam mengakomodir hak bagian anak angkat maupun orang tua
angkat atas harta peninggalan.
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ABSTRACT

Muhammad Yusron, NIM 2051114007. 2017. Alternative Formulation of Article
209 Compilation of Islamic Law in The Giving of Heritage to The Adopted
Children. Thesis Master of Family Law, Postgraduate of IAIN Pekalongan.
Preceptor: (1) Dr. Akhmad Jalaludin, M.A. (2) Dr. Trianah Sofiani, M.H.

Keywords: Alternative Formulation, Article 209 Compilation of Islamic Law,
Wasiat Wajibah

Wasiat wajibah is used as a formulation of Article 209 Compilation of
Islamic Law (KHI) which regulates the rights of adopted children and adopted
parents to the heritage treasures. The provision of the Article is motivated by the
spirit of progressive law that refers to the welfare of adopted children and adopted
parents. Article 209 Compilation of Islamic Law (KHI) proved to be problematic
both philosophical, juridical, and theoretical.

There are three problems that are the focus of the discussion in this
thesis, which is why the wasiat wajibah was formulated in Article 209
Compilation of Islamic Law (KHI) to grant the rights of the heritage treasures to
the adopted children, how the implications of the wasiat wajibah on the rights of
heirs and adopted children, and how the alternative formulation of Article 209
KHI in the giving of heritage to the adopted child.

This research is a normative legal research that analyzes and finds new
formulations better in Article 209 Compilation of Islamic Law (KHI). Using the
ushul figh approach. Sources of data used are secondary data sources consisting of
primary, secondary, and tertiary legal materials, using prescriptive analysis
methods to get a prescriptions on what should be. The study results using legal
logic, legal interpretation, legal arguments, and legal principles to produce
conclusions in response to legal issues.

This research concludes that: First, the wasiat wajibah as formulation of
Article 209 Compilation of Islamic Law (KHI) is a form of legal fiction (kAi/ah
syariyyah) in order to provide heritage treasures to adopted children and adopted
parents. Secondly, Article 209 Compilation of Islamic Law (KHI) has positive
and negative implications on adopted children and heirs, on the one hand, the
drafters of Compilation of Islamic Law (KHI) want to give benefit to the adopted
child by giving part of the property of their adopted parents through the wasiat
wajibah, but on the other hand the giving can cause the loss On the heirs. This
dilemma is caused by formulation of articles. Thirdly, the formulation of Article
209 Compilation of Islamic Law (KHI) concerning the legal provisions of adopted
children and adopted parents needs to be reformulated. The hibah wajibah is a
concept that is one of the alternatif concept in accommodating the rights of
adopted children and adopted parents on the heritage treasures.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama
dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 januari 1988 No:
158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab | Nama Huruf Latin Keterangan
| Alif | tidak dilambangkan tidak dilambangkan
« Ba' b be
G Ta' t te
& Sa' § es titik atas
z Jim J je
- Ha " ha ttik di bawah
z Kha' kh ka dan ha
3 Dal d de
3 Zal z zet titik di atas
D) Ra' r er
) Zai z zet
o Sin S es
o Syin sy es dan ye
U Sad S es titik di bawah
U Dad d de titik di bawah
L Ta' t te titik di bawah
L za z zet titik di bawah




'‘Ayn koma terbalik (di atas)
Gayn g ge
s Fa' f ef
3 Qaf g i
&l Kaf k ka
J Lam | el
o Mim m em
8 Nin n en
9 Waw w we
1) Ha' h ha
3 Hamzah N apostrof
@ Ya y ye
Q
O& B. Konsonan rangkap karena zasydid ditulis rangkap:
Cilaia ditulis muta‘ aqqidin
s3c ditulis “iddah

C. Ta'marbiitah di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:
4R ditulis hibah

“-’,._)3 ditulis Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke
dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali
dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:
A Aans ditulis ni'matullah

)Léj\ 3\5_} ditulis zakatul-fitri

Xi



. Vokal pendek

L} (fathah) ditulis a contoh Qa2 ditulis daraba
(kasrah) ditulis i contoh a@ﬁ ditulis fahima
_ffi?_(dammah) ditulis u contoh S ditulis kutiba

. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis a (garis di atas)
dlals ditulis Jahiliyyah

2. fathah + alif maqsur, ditulis a (garis di atas)
el ditulis yasa

3. kasrah + ya mati, ditulis T (garis di atas)
S ditulis majid

4. dammah + wau mati, ditulis 0 (dengan garis di atas)
U9 0 ditulis furid

Vokal rangkap:

1. fathah + ya mati, ditulis ai
65:‘.1‘% ditulis bainakum

2. fathah + wau mati, ditulis au
J 58 ditulis qaul

. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

eﬁ\ \ ditulis a‘antum
Gae | ditulis u'iddat
("3 ,)S-:" u—d ditulis la'in syakartum
. Kata sandang Alif + Lam
1. Bila diikuti huruf gamariyah ditulis al-
C)\ )ﬂ\ ditulis al-Qurén
u-"l-,-}m ditulis al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf qamariyah.

u.m.;ﬂ\ ditulis al-syams

Xii



Perpustakaan IAIN Pekalongan @ Perpustakaan IAIN Pekalongan

o) ditulis al-sama’
I. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang
Disempurnakan (EYD)

J.  Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya
o298l 593 ditulis zawi al-furid

Al dﬂ dituli [ al-sunnah
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melimpahkan nikmat, rahmat, inayah, serta taufiq dan hidayah-Nya kepada kita
semua. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan
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oleh karena itu kritik dan saran dari berbagai pihak diharapkan demi

kesempurnaan tesis ini.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konsep wasiat wajibah merupakan salah satu konsep yang
diaplikasikan dalam pemecahan kasus sengketa waris yang melibatkan anak
angkat maupun orang tua angkat di Pengadilan Agama, penerapan konsep ini
lebih didasarkan pada rasa keadilan dan kemaslahatan. Dalam fikih Islam
wasiat wajibah didasarkan pada suatu pemikiran, di satu sisi dimaksudkan
untuk memberikan rasa keadilan kepada orang-orang yang dekat dengan
pewaris tetapi secara syar'i tidak memperoleh bagian dari jalur faraid, pada
sisi lain keempat imam madzhab telah mengharamkan segala bentuk yang
dapat memberikan madharat bagi ahli waris.*

Mengenai anak angkat,® hukum Islam secara tegas melarang untuk
memberlakukan anak angkat seperti anak kandung.® Sebagai implikasi dari
larangan tersebut maka anak angkat tidak termasuk dalam golongan ahli

waris. Yusuf al-Qardlawi berpandangan bahwa mengangkat anak dan

! Lihat: Habiburrahman, Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, (Jakarta:
Kencana, 2011), him. 167

2 Dalam bahasa arab dikenal dengan istilah tabanni yang artinya mengangkat anak.
Menurut hukum Islam tabanni ini tidak membawa pengaruh hukum sehingga status anak angkat
itu bukan sebagai anak sendiri. Lihat: Amin Husein Nasution, Hukum Kewarisan; Suatu Analisis
Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Rajawali Perss, 2012),
him. 192

% Ayat yang menghapuskan kedudukan anak angkat seperti anak sendiri dinyatakan dalam
Q.S al-Ahzab ayat 4 — 5.



menisbahkan nasab pada bapak angkat adalah haram. Apalagi apabila
pembagian warisan bagi anak angkat disamakan dengan anak sendiri.*
Keyakinan® terhadap ketidakberhakan anak angkat dalam memperoleh
harta warisan membuat Kompilasi Hukum Islam (KHI)® tidak
memasukkannya kedalam golongan ahli waris, namun demi untuk
memberinya bagian dari harta peninggalan pewaris, maka Kompilasi Hukum
Islam (KHI) membuat fiksi hukum’ melalui konsep wasiat wajibah yang
menetapkan bahwa antara anak angkat dan orang tua angkat terbina hubungan
saling berwasiat, hal ini tercantum dalam pasal 209, ayat (1) dan ayat (2),
yang berbunyi:®
1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai
dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang

tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3
dari harta warisan anak angkatnya.

* Yusuf al-Qardlawi, Al-halal wal haram fil Islam,, dalam Habiburrahman, Rekonstruksi
Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, him. 157

> M. Yahya Harahap mengatakan: "sewaktu diadakan wawancara kepada kalangn ulama
di seluruh Indonesia pada saat pengumpulan bahan-bahan KHI, tidak satu ulama pun yang dapat
menerima penerapan status anak angkat menjadi ahli waris. Barangkali peristiwa Zaid Bin
Haritsah sangat mendalam terkesan dalam ingatan dan penghayatan para ulama. Bertitik tolak dari
sikap reaktif para ulama dimaksud, maka perumus KHI merasa sadar, tidak perlu melangkah
membelakangi ijma’ para ulama". Lihat M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara
Peradilan Agama (UU No. 7 Tahun 1989),(Jakarta: Sinar Grafika, 2003), cet. ii. him. 48

Dari segi kekuatan hukumnya, keberadaan Kompilasi Hukum Islam masih

diperdebatkan oleh para ahli hukum, hal ini karena Kompilasi Hukum Islam merupakan instrumen
hukum dalam bentuk instruksi presiden dan tidak tercakup dalam hierarki peraturan perundang-
undangan sebagaiman tercantum dalam pasal 7 UU No. 10 Tahun 2004. lihat M. Anshary MK,
Hukum Kewarisan Islam Indonesia: Dinamika Pemikiran dari Figh Klasik ke Figh Indonesia
Modern, (Bandung: Mandar Maju, 2013), him. 17

" Fiksi hukum (fictie) merupakan salah satu dari metode kontruksi hukum dalam konteks
penemuan hukum positif. Yaitu penemuan hukum dengan menggambarkan suatu peristiwa
kemudian menganggapnya ada, sehingga peristiwa tersebut menjadi suatu fakta baru. Lihat:
Marwan Mas, Pengantar limu Hukum, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), cet. ii, him. 174. Lihat
juga: M. Fauzan, Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata, (Jakarta:
Kencana, 2014), him. 77

® Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum
Islam.



2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat
wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua
angkatnya.

Berdasarkan pasal tersebut di atas, maka secara serta merta anak
angkat mendapatkan hak bagian atas harta peninggalan orang tua angkatnya,
atau sebaliknya dengan batas maksimal 1/3 dari harta peninggalan.

Ketentuan tersebut dilatarbelakangi oleh semangat hukum progresif
yang mengacu pada kemaslahatan anak angkat maupun orang tua angkat.
Namun, pada tataran praktis, konsep wasiat wajibah bagai pedang bermata
dua, artinya konsep ini dapat menjadi maslahat bagi anak angkat maupun
orang tua angkat sebagaimana yang dikehendaki, tetapi juga dapat berakibat
sebaliknya, penerapan  wasiat wajibah ~ justru akan membawa
kemadharatan/kerugian bagi anak angkat maupun orang tua angkat
tergantung pada tujuan awal dirumuskannya wasiat wajibah untuk
memberikan hak kepada anak angkat atas harta peninggalan pewaris atau
untuk membatasi hak.

Pasal 209 KHI menentukan anak angkat dan orang tua angkat sebagai
penerima wasiat wajibah, hal ini yang menjadi pertanyaan besar, landasan apa
yang digunakaan oleh KHI dalam merumuskannya. Karena secara normatif
ketentuan wasiat wajibah hanya para kerabat yang memiliki hubungan darah
dan orang tua yang berhak menerima wasiat wajibah jika mereka tidak
mendapatkan bagian dari harta peninggalan dengan jalur faraid karena sebab-

sebab tertentu.



Oleh karena itu, perlu adanya satu konsep baru yang memiliki gerak
ganda (double movement),® yaitu: gerak pertama memberikan kemaslahatan
kepada subyek hukum (anak angkat dan orang tua angkat), dan gerak kedua
menghindarkan benturan antar konsep yang diterapkan. Penulis yakin bahwa
konsep hibah wajibah memiliki kriteria gerak ganda ini. Hal ini dapat
dibuktikan melalui contoh penerapannya dalam dua kasus sengketa waris
yang penyelesaiannya menggunakan konsep wasiat wajibah, yaitu sebagai
berikut:.

Kasus pertama, putusan Mahkamah Agung Rl Nomor: 32 K/AG/2002
tanggal 20 April 2005. Tentang penyelesaian kasus sengketa waris yang
menetapkan bahwa:

1. Bagian masing-masing terhadap harta bersama adalah 1/2 (seperdua)
bagian untuk Hj. Tjema (istri) dan 1/2 (seperdua) bagian untuk almarhum
H. Tute M. Nohon.

2. Bagian almarhum H. Tute M. Nohon dari harta bersama adalah harta
peninggalan (tirkah) H. Tute M. Nohon yang harus dibagikan kepada
semua ahli waris yang berhak.

3. Nurwijayanti sebagai anak angkat mendapat 1/3 atau 4/12 bagian dari
harta warisan.

4. Menetapkan bagian para ahli waris terhadap harta peninggalan (tirkah)
almarhum H. Tute M. Nohon setelah dikurangi bagian yang menjadi hak

anak angkat tersebut adalah sebagai berikut:

% Penulis hanya meminjam istilah Fazlur Rahman bukan untuk menerapkan teori gerak
ganda (double movement) nya.



a. Hj. Tjemma (Istri) mendapat 1/4 atau 2/12 bagian
b. Ny. Aminah M. Nohon (saudara perempuan) mendapat 2/12 bagian
c. Ny. Ejah M. Nohon (saudara perempuan) mendapat 2/12 bagian
d. Ibrahim Hamidah (ahli waris pengganti dari saudara perempuan)
mendapat 1/12 bagian
e. Awar Hamidah (ahli waris pengganti dari saudara perempuan)
mendapat 1/12 bagian.
Kasus kedua dari penyelesaian sengketa waris dengan menggunakan
wasiat wajibah adalah Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor:
149/Pdt.G/2009/PTA.Sby. yang amar putusannya sebagai berikut:
1. Menetapkan bahwa sebagai pewaris dalam perkara ini adalah almarhum
KASIRAN yang wafat pada tanggal 21 Maret 1984 dan almarhumah
SARIMAH yang wafat pada tanggal 11 September 2001 ;
2. Menetapkan bahwa ahli waris yang berhak mewarisi terhadap Harta
Peninggalan / Warisan almarhum KASIRAN yang wafat pada tanggal 21
Maret 1984 adalah :
a. Penggugat / Terbanding (TOMPO) sebagai ahli waris pengganti
dari KASIYUN saudara kandung dari Pewaris yang wafat pada
Tahun 1987 ;

b. SARIMAH (istri pewaris ) ;

c. MARDI dan YASRI (Tergugat / Pembanding) sebagai cucu

angkat Pewaris ;



3. Menetapkan, bahwa Ahli Waris yang berhak mewarisi terhadap Harta

Peninggalan / Warisan almarhumah SARIMAH yang wafat pada Tanggal

11 September 2001 adalah :

a.

b.

WARDI

YOTO

JAS

JASMI

NGASRI sebagai ahli waris Pengganti dari almarhum ARDAN
yang wafat pada tanggal 20 Juni 2008 saudara kandung

almarhumah SARIMAH (Pewaris) ;

4. Menetapkan bahwa pembagian atas Harta Peninggalan / Warisan sebagai

berikut:

a.

g.
h.

MARDI memperoleh wasiyat wajibah sebesar 192 / 864 bagian
YASRI memperoleh wasiyat wajibah sebesar 96 / 864 bagian
WARDI memperoleh bagian warisan sebesar 36 / 864 bagian
YOTO memperoleh bagian warisan sebesar 36 / 864 bagian
JAS memperoleh bagian warisan sebesar 36 / 864 bagian
JASMI memperoleh bagian warisan sebesar 18 / 864 bagian
NGASRI memperoleh bagian warisan sebesar 18 / 864 bagian

TOMPO memperoleh bagian warisan sebesar 432 / 864 bagian

Pada kasus pertama, sengketa waris yang melibatkan anak angkat

(Nur Wijayanti) tersebut diselesaikan dengan wasiat wajibah, maka anak

angkat mendapatkan hak sepertiga (1/3) dari harta peninggalan pewaris dan



sisanya diberikan kepada ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing.
Penerapan wasiat wajibah pada kasus ini bertentangan dengan hukum
kewarisan Islam. Menurut penulis, kasus tersebut dapat diselesaikan dengan
konsep hibah wajibah dengan cara membagi harta peninggalan pewaris
kepada semua ahli waris kemudian mewajibkan kepada ahli waris yang
mendapatkan harta peninggalan untuk memberikan hibah kepada anak angkat
sebesar sepertiga (1/3) dari bagian masing-masing.

Penyelesaian menggunakan konsep hibah wajibah ini memiliki
beberapa kelebihan, yaitu: Pertama, proses peralihan harta tidak bertentangan
dengan prinsip umum hukum kewarisan. Kedua, anak angkat tetap
mendapatkan bagiannya sesuai dengan semangat wasiat wajibah yaitu
sepertiga (1/3) dari harta peninggalan. Ketiga, hibah wajibah memiliki
fleksibilitas yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan wasiat wajibah,
karena hibah wajibah tidak memiliki batasan maksimal sepertiga (1/3)
sebagaimana wasiat wajibah.

Pada kasus kedua, sengketa waris yang diselesaikan dengan wasiat
wajibah tersebut tidak melibatkan anak angkat tetapi melibatkan cucu angkat
(Mardi dan Yasri), cucu angkat diberikan bagian sepertiga (1/3) dari harta
peninggalan pewaris dan sisanya diberikan kepada ahli waris sesuai dengan
bagiannya masing-masing.

Pada kasus ini wasiat wajibah diterapkan pada cucu angkat sementara
dalam pasal 209 KHI menyatakan bahwa wasiat wajibah diperuntukkan bagi

anak angkat atau orang tua angkat (tidak ada ketentuan bagi cucu angkat).



Penerapan wasiat wajibah pada cucu angkat selain bertentangan dengan
hukum kewarisan Islam juga sudah keluar dari ketentuan KHI. Menurut
penulis, kasus tersebut lebih baik diselesaikan dengan konsep hibah wajibah
sebagaiman pada contoh kasus pertama.

Mengacu kepada uraian di atas, maka penulis mencoba untuk
menganalisa konsep wasiat wajibah ini lebih jauh lagi, serta berusaha
menemukan konsep yang lebih fleksibel dan bisa mengakomodir semua
kemaslahatan tanpa ada pertentangan dengan kaidah-kaidah hukum Islam
lainnya sebagai reformulasi konsep wasiat wajibah yang telah dirumuskan

oleh Kompilasi Hukum Islam (KH]I).



B. Rumusan Masalah
Berangkat dari latar belakang di atas, beberapa permasalahan dalam
penelitian tesis ini, dirumuskan dalam pertanyaan sebagai berikut:

1. Mengapa wasiat wajibah diformulasikan dalam Pasal 209 Kompilasi
Hukum Islam untuk memberikan hak atas harta peninggalan kepada anak
angkat?

2. Bagaimana implikasi wasiat wajibah terhadap hak ahli waris dan anak
angkat?

3. Bagaimana sebaiknya formulasi Pasal 209 KHI dalam pemberian harta

peninggalan kepada anak angkat?

C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengeksplorasi dan menganalisa landasan normatif konsep wasiat
wajibah.
2. Untuk mengeksplorasi dan menganalisa implikasi wasiat wajibah terhadap
hak ahli waris dan anak angkat.
3. Untuk menemukan formulasi baru dalam dalam pemberian harta

peninggalan kepada anak angkat.
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D. Kegunaan penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara
teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini,
antara lain:
1. Secara teoritis:

a. hasil penelitian ini - diharapkan dapat menjadi sumbangan
pemikiran dalam mengembangkan hukum Islam, khususnya
mengenai konsep wasiat wajibah.

b. hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan akademik
dalam perumusan hukum yang mengatur masalah hak anak angkat
dan orang tua angkat.

2. Secara praktis:

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para
pengambil kebijakan agar dalam merumuskan hukum bisa
dihasilkan produk hukum yang secara normatif bersesuaian
dengan norma-norma hukum dan memiliki model formulasi yang
jelas.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para
praktisi hukum agar dalam menerapkan hukum bisa terbuka

terhadap alternatif penyelesaian.
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E. Tinjauan Pustaka

Berkenaan dengan hal tersebut, penelitian yang mengkaji hukum
kewarisan Islam terutama masalah wasiat wajibah sudah banyak dilakukan
oleh para penulis. Namun tidak semua penulisan tersebut difokuskan pada
analisis preskriptif mengenai konsep wasiat wajibah yang sudah dirumuskan
oleh KHI terlebih pada penemuan konsep baru yang dikomparasikan dengan
konsep wasiat wajibah. Dalam penelitian ini penulis tampilkan beberapa
penulisan sebelumnya yang mengkaji tentang wasiat wajibah, dan penulis
tampilkan kebaharuan dalam penelitian ini diantaranya adalah sebagai
berikut:

1. Uzlah Wahidah, 2014. "Tinjauan Keadilan Pembagian Wasiat Wajibah
bagi Anak Angkat (Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama dan Pakar
Hukum Islam Kabupaten Jember)", tesis pada Program Pascasarjana UIN
Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulisan ini menggunakan pendekatan
empiris. Penulisan ini menyimpulkan bahwa mengenai konsep keadilan
dalam pembagian wasiat wajibah anak angkat bisa bernilai subyektif,
setiap orang dapat mendefinisikannya secara berbeda-beda. Dalam
konteks kewarisan anak angkat, para informan®® menilai bahwa bagian
yang ditentukan dalam pasal 209 KHI merupakan perwujudan dari
keadilan distributif atau keadilan yang bersifat proporsional. Dan dalam
memberikan putusan wasiat wajibah, informan penelitian menggunkan

dasar kemaslahatan dan mempertimbangkan kontribusi anak angkat

19 para informan di sini adalah para hakim Pengadilan Agama dan pakar hukum Islam
Kabupaten Jember.
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terhadap orang tua angkatnya. Kebaharuan penelitian yang akan
dilakukan adalah penelitian sekarang menggunakan pendekatan yuridis
normatif dengan objek penelitian Pasal 209 KHI mengenai wasiat wajibah
terhadap anak angkat dan orang tua angkat dengan pendekatan analisis
preskriptif.™

2. Hery Yusmanita, 2002. "Kedudukan Anak Angkat dalam Pewarisan
(Kajian Perbandingan Antara Hukum Adat Kota Bengkulu, Hukum Islam
dan Efektifitas Wasiat Wajibah)", tesis pada Program Pascasarjana
Universitas Diponegoro Semarang. la menyimpulkan bahwa wasiat
wajibah belum terlaksana dengan efektif di kota bengkulu, karena
kedudukan anak anak angkat dalam hal pembagian harta warisan apabila
orang tua angkat itu tidak mempunyai anak kandung, maka anak angkat
mendapat sebagian harta warisan orang tua angkatnya. Kebaharuan
penelitian tesis yang akan dilakukan dengan penelitian Hery Yusmanita,
terletak pada pendekatan penelitian, yaitu penelitian yang akan dilakukan
menggunakan pendekatan hukum normatif dengan isu hukum wasiat
wajibah.*?

3. Riyanta, 2014. "Penerapan Wasiat Wajibah bagi Ahli Waris Beda Agama
(Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 51K/AG/1999)",

disertasi pada Program Pascasarjana fakultas hukum Universitas Islam

' Uzlah Wahidah. "Tinjauan Keadilan Pembagian Wasiat Wajibah bagi Anak Angkat
(Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama dan Pakar Hukum Islam Kabupaten Jember)", Tesis,
(Program Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014).

2 Hery Yusmanita. "Kedudukan Anak Angkat dalam Pewarisan (Kajian Perbandingan
Antara Hukum Adat Kota Bengkulu, Hukum Islam dan Efektifitas Wasiat Wajibah)", Tesis,
(Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2002).
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Indonesia  Yogyakarta. Penulisan ini  menggunakan pendekatan
interdisipliner (pendekatan ushul figh, pendekatan perundang-undangan,
pendekatan kasus, pendekatan konsep, pendekatan kefilsafatan dan
sosiologi hukum). Penulisan ini menyimpulkan bahwa konsepsi wasiat
wajibah menurut MA adalah wasiat yang wajib diberikan kepada ahli
waris non muslim karena berkelakuan baik terhadap pewaris muslim yang
diambilkan dari harta warisan sebesar bagian ahli waris muslim dan
dilaksanakan pada saat pembagian warisan. MA menyatakan bahwa ahli
waris non muslim, betapapun berbeda agama dengan pewaris muslim,
adalah orang yang memiliki hubungan darah dengan pewaris, yang
diantara mereka terkadang terjadi hubungan harmonis tanpa
mempersoalkan perbedaan agama, dan pewaris juga tidak pernah
dirugikan oleh ahli waris non muslim. Dalam kondisi demikian, dirasa
tidak adil bila ahli waris non muslim tidak mendapatkan bagian atas harta
peninggalan pewaris. Kebaharuan penelitian sekarang dengan penelitian
Riyanta, terletak pada fokus penelitian dan objek penelitian. Penelitian
Riyanta mengkaji putusan MA, dan menganalisa perluasan perluasan
penerapan wasiat wajibah. Sedangkan penelitian sekarang mengkaji

tentang reformulasi wasiat wajibah dalam pasal 209 KHI.**

3 Riyanta. "Penerapan Wasiat Wajibah bagi Ahli Waris Beda Agama (Studi Terhadap
Putusan Mahkamah Agung Nomor 51K/AG/1999)", Disertasi, (Program Pascasarjana fakultas
hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2014).
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Untuk mempermudah memahami perbedaan dan kebaharuan penelitian

tesis ini dengan penelitian terdahulu, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1.1:

Penelitian Terdahulu

Penelitian Sebelumnya Penelitian Sekarang
No. dan Unsur
Penulis/Judul Isu Masalah Kebaharuannya

1 | Uzlah Wahidah, 2004. | Mengkaji tentang Mengkaji tentang
"Tinjauan Keadilan penerapan konsep konsep wasiat
Pembagian Wasiat wasiat wajibah wajibah terutama
Wajibah bagi Anak terhadap anak mengenai
Angkat (Studi angkat. Kajian yang penerapannya
Pandangan Hakim dilakukan terhadap anak angkat.
Pengadilan Agama dan | menggunakan Merupakan kajian
Pakar Hukum Islam pendekatan filosofis. | normatif dengan
Kabupaten Jember)", Penelitian ini menggunakan
tesis pada Program menggunakan pendekatan analisis
Pascasarjana UIN pendekatan Empiris. | preskriptif.

Maulana Malik Ibrahim
Malang.

2 | Hery Yusmanita, 2002. | Kajian sosiologis Kajian hukum
"Kedudukan Anak tentang efektifitas normatif murni yang
Angkat dalam penerapan konsep mengacu pada
Pewarisan (Kajian wasiat wajibah formulasi konsep
Perbandingan Antara terhadap anak dengan menggunakan
Hukum Adat Kota angkat. Penelitian ini | pendekatan analisis
Bengkulu, Hukum menggunakan preskriptif.

Islam dan Efektifitas pendekatan
Wasiat Wajibah)", komparatif
tesis pada Program

Pascasarjana

Universitas Diponegoro

Semarang.

3 | Riyanta, "Penerapan Kajian terhadap Kajian konsep dan
Wasiat Wajibah bagi putusan MA, dan fokus penelitian ini
Ahli Waris Beda analisa perluasan tentang wasiat
Agama (Studi Terhadap | penerapan wasiat wajibah dan
Putusan Mahkamah wajibah. Penelitian penerapannya pada
Agung Nomor ini menggunakan anak angkat atau
51K/AG/1999)", pendekatan ayah angkat
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disertasi pada program | interdisipliner sebagaimana telah
Program Pascasarjana dirumuskan oleh
fakultas hukum KHI.

Universitas Islam
Indonesia Yogyakarta.

F. Kerangka Teoritik

Formulasi mengandung pengertian "perumusan " yang dalam konteks
penulisan ini dimaksudkan untuk merumuskan atau membuat rumusan baru
mengenai hak anak angkat atau orang tua angkat atas harta peninggalan yang
saat ini kompetensi absolutnya ada di lembaga wasiat wajibah.

Penelitian tesis ini akan dikemas sedemikian rupa, sesuai dengan alur
kerangka berpikir yang jelas, sehingga bisa dipahami rumusan masalah
penelitian yang telah ditetapkan untuk bisa terjawab secara sistematis,
metodologis dan rasional. Setiap rumusan masalah akan dianalisis
berdasarkan teori yang dipilih sebagai pisau analisis, sesuai tujuan penelitian
yang telah direncanakan. Adapun kerangka berfikir dalam penelitian yang
dimaksud adalah sebagaimana uraian di bawah ini.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pasal 209, ayat (1) dan
ayat (2) KHI yang menetapkan bahwa antara anak angkat dan orang tua
angkat terbina hubungan saling berwasiat. Hal ini tentunya bertentangan
dengan prinsip umum hukum kewarisan, sehingga menimbulkan
problematika baik filosofis, yuridis, maupun teoritis.

1. Problematika filosofis. Ahli waris mengalami ketidakadilan karena
ketentuan pasal 209 KHI mengharuskan pengeluaran wajib dari harta

pewaris untuk diberikan kepada anak angkat.
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2. Problematika yuridis. Adanya ketidak-jelasan subyek hukum dalam
penerapan pasal 209 KHI, dalam beberapa kasus wasiat wajibah
diterapkan pada selain yang sudah dirumuskan KHI.

3. Problematika teoritis. Penerapan wasiat wajibah bertentangan dengan
prinsip umum hukum kewarisan. Selain itu wasiat wajibah untuk anak
angkat sudah keluar dari rel ketentuan normatif wasiat wajibah itu sendiri.

Berangkat dari latar belakang tersebut, beberapa permasalahan yang
dirumuskan dalam penelitian ini, akan dianalisis dengan menggunakan teori
yang dipilih sesuai tujuan yang telah direncanakan, yaitu:

1. Masalah pertama dirumuskan dalam bentuk pertanyaan: Mengapa wasiat
wajibah diformulasikan dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam untuk
memberikan hak atas harta peninggalan pada anak angkat?. Masalah ini
akan dianalisis dengan teori kedaulatan Tuhan, dan teori al-adah
muhakkamah. teori kedaulatan Tuhan digunakan dengan argumentasi
bahwa setiap orang Islam harus tunduk dan patuh terhadap hukum Islam.
Teori al-adah muhakkamah digunakan dengan argumentasi bahwa
terdapat hubungan antara adat/tradisi dengan hukum syara' dalam Islam.
Adat/tradisi dalam beberapa kasus dapat dijadikan sebagai dasar
ditetapkannya suatu hukum, namun hal itu tidak berlaku secara mutlak,
ada beberapa syarat yang harus terpenuhi untuk dijadikannya adat sebagai
dasar hukum.

2. Masalah kedua dirumuskan dalam pertanyaan yaitu, Bagaimana implikasi

wasiat wajibah terhadap hak ahli waris dan anak angkat?. Teori yang
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digunakan sebagai pisau analisis adalah teori magasid al-syariah dan
kaidah figh s« Y5 uxa ¥. . Teori maqasid al-syariah dan kaidah figh ¥
Jma ¥y uxa digunakan dengan argumentasi bahwa dalam penetapan
suatau hukum, kemaslahatan dan kemadharatan harus selalu
dipertimbangkan dengan baik, dan menghilangkan kemadharatan lebih
diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan.

3. Rumusan masalah ketiga adalah: Bagaimana sebaiknya formulasi Pasal
209 KHI dalam pemberian harta peninggalan kepada anak angkat?. Teori
penemuan hukum atau 7j¢tihad, teori maqasid al-syariah. Teori magqasid al-
syariah, dan kaidah figh 4alaell Lsie aled/ i uaidijadikan sebagai pisau
analisis untuk membedah permasalahan ketiga ini, sebagai upaya untuk
menemukan formulasi baru dalam penyelesaian kasus sengketa waris

anak angkat maupun orang tua angkat di Peradilan Agama.

G. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library reserach)
dengan metode kualitatif. yaitu prosedur penelitian dengan menghasilkan
data-data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang
dan perilaku yang dapat diamati.** Hasil dari penelitian kualitatif juga
dapat memunculkan teori atau konsep baru apabila hasil penelitiannya

bertentangan dengan teori atau konsep yang sebelumnya dijadikan

4 exy Moloeng, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001),
him.3.
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sebagai kajian dalam penelitn.'® Penulis menggunakan metode ini karena
tujuan utamanya adalah untuk memperoleh wawasan tentang topik yang
dikaji. Deskripsi dan eksplorasi sebagai fokus penelitian ini digunakan
untuk memperoleh pemahaman tentang alasan yang mendasari, opini,
dan motivasi.
2. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu
suatu penelitian yang menganalisa hukum baik yang tertulis (Undang-
Undang), maupun yang tidak tertulis (hukum adat yang diterapkan dalam
suatu masyarakat).'® Pendakatan lain yang digunakan adalah pendekatan
pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis pendekatan
komparatif (comparative approach), pendekatan konseptual (conceptual
approach)’’, pendekatan ushul figh dan pendekatan filosofis.
3. Sumber Data
Sebagai sumber data dalam penelitian ini meliputi bahan hukum
primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Sebagai bahan
hukum primer penulis menggunakan al-Qur'an dan tafsirnya, Hadits dan

syarahnya, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan putusan-putusan

15 Kriyantono Rachmat, Teknik Praktis Riset Komunikasi (Jakarta: Prenada, 2006), dalam
https://id. m.wikipedia.org/wiki/penelitian-kualitatif. Diakses pada 5 juli 2017 pukul 08.15 wib.

'® Faisar Ananda Arfa, Metodologi Penelitian Hukum Islam, (Bandung: Perdana Mulia
Sarana, 2010), him. 170.

17 pendekatan komparatif/perbandingan dilakukan dengan membandingkan suatu konsep
dengan konsep yang lain dalam kasus yang sama. Sedangkan pendekatan konseptual dilakukan
dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti
akan menemukan ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan
asas-asas hukum yang relevan dengan idu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan
dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu
argumentasi hukum dan memecahkan isu yang dihadapi. Lihat: Peter Mahmud Marzuki,
Penelitian Hukum, cet. iii, him. 95
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Pengadilan Agama yang berhubungan dengan penerapan konsep wasiat
wajibah. Sedangkan bahan hukum sekunder meliputi buku-buku yang
berkaitan dengan hukum Islam seperti masail fighiyah, figh dan ushul
figh, dan juga buku-buku non hukum sebagai bahan hukum tersier.
Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data penelitian, penulis menggunakan teknik
dokumentasi. Pengumpulan data penelitian dilakukan melalui tahapan,
antara lain: pertama, melakukan penelusuran bahan hukum primer yang
berupa al-Qur'an dan Hadits, Kompilasi Hukum Islam serta putusan-
putusan Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama, dan Mahkamah
Agung yang terkait dengan penerapan konsep wasiat wajibah, bahan
hukum sekunder, sekaligus bahan hukum tersier; kedua, sistematisasi dan
inventarisasi bahan hukum. Bahan hukum yang sudah diperoleh
kemudian dicatat, diedit, dipelajari, dan diambil intisarinya dalam bentuk
teori, ide, konsep, argumentasi maupun ketentuan-ketentuan hukum
terkait dan; ketiga, menganalisis, yakni menganalisis bahan hukum yang
telah diklasifikasi.
Teknik Analisis Data

Bahan-bahan hukum dan bahan non hukum yang diperoleh dari
penelitian dikumpulkan dan disistematisasikan, kemudian diolah dan
dilakukan analisis dengan menggunakan metode analisis preskriptif,
bertujuan menghasilkan preskripsi mengenai yang seharusnya, sebagai

esensi penelitian hukum yang berpegang pada karakter ilmu hukum
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sebagai ilmu terapan. Hasil kajian menggunakan logika hukum,

penafsiran hukum, argumentasi hukum serta asas-asas hukum, untuk

menghasilkan kesimpulan sebagai jawaban atas isu hukum.
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H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang secara umum dan mempermudah
dalam pembahasan maka penyusunan penelitian ini disajikan dalam beberapa
bab sebagai berikut:

Bab | Pendahuluan yang tediri dari: latar belakang masalah, rumusan
masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode
penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Il menguraikan tentang wasiat wajibah dalam hukum waris Islam,
konsep dan dasar hukum wasiat wajibah, konsep hibah wajibah, dan teori-
teori dalam pengembangan hukum waris Islam. Beberapa teori yang
dimaksud antara lain: Teori al-Adah Muhakkamah, Teori Magasid al-
Syariah, dan teori Istihsan.

Bab 11l merupakan representasi isu hukum yang menjadi pokok
penelitian, yaitu mengenai dasar wasiat wajibah untuk anak angkat dan
implikasinya terhadap hak ahli waris maupun anak angkat.

Bab IV ini merupakan upaya menggali dan menemukan formulasi
baru yang lebih baik dalam upaya memberikan hak atas harta peninggalan
kepada anak angkat.

Bab V merupakan bab penutup yang menyajikan kesimpulan dan

rekomendasi dari hasil penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Mengacu kepada uraian dan penjelasan pada bab-bab sebelumnya,
maka pada bagian akhir ini penulis merumuskan beberapa kesimpulan
sebagai berikut:

Pertama, konsep wasiat wajibah sebagai formulasi Pasal 209
Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak lain merupakan suatu bentuk khilah
syariyyah yang dilakukan oleh para perumus Kompilasi Hukum Islam dalam
rangka memberikan kemaslahatan (bagian harta peninggalan) kepada anak
angkat dan orang tua angkat.

Dasar pertimbangan hukum pemberian harta peninggalan kepada anak
angkat maupun orang tua angkat dengan menggunakan konsep wasiat
wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pada umumnya didasarkan
pada logika penyerapan hukum Islam terhadap hukum adat dan pertimbangan
kemaslahatan anak angkat.

Kedua, konsep wasiat wajibah dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum
Islam (KHI) terhadap anak angkat akan berimplikasi positif maupun negatif
pada anak angkat dan ahli waris. Implikasi positif-negatif inilah yang selalu
menimbulkan perdebatan di kalangan ahli hukum. Pada satu sisi para
perumus KHI ingin memberikan kemaslahatan kepada anak angkat dengan

memberikan bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya melalui

105
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wasiat wajibah, namun di sisi lain pemberian itu dapat menyebabkan kerugian
pada ahli waris. Kondisi dilematis ini disebabkan oleh formulasi pasal yang
tidak tepat dalam membaca dan mengatasi masalah. Konsep wasiat wajibah
yang menjadi formulasi pasal tersebut seharusnya gugur dengan sendirinya.
Ketiga, formulasi Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai
ketentuan hukum pemberian harta peninggalan untuk anak angkat yang
didasarkan pada konsep wasiat wajibah terbukti tidak sepenuhnya berdasar
pada normatif hukum wasiat wajibah. Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam
(KHI) mengenai ketentuan hukum anak angkat dan orang tua angkat perlu
direformulasi. Konsep hibah wajibah penulis anggap sebagai konsep yang
lebih tepat dalam mengakomodir hak bagian anak angkat maupun orang tua
angkat atas harta peninggalan dengan pertimbangan sebagai berikut:
1. Tidak ada pertentangan antar konsep, karena masing-masing konsep baik
waris maupun hibah dapat berjalan sesuai dengan ketentuan normatifnya.
2. Subyek hukumnya sesuai dengan ketentuan normatif hibah.
3. Rukun hibah tetap sempurna.
4. Tidak ada batasan maksimal 1/3 dari harta peninggalan, sehingga akan

lebih memenuhi unsur kemaslahatan.
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B. Saran dan Rekomendasi
Berdasarkan pada kesimpulan dan temuan di atas, penulis mengajukan
tiga catatan penting sebagai saran dan rekomendasi dari penulisan tesis ini,
sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam mengenai wasiat wajibah
untuk anak angkat dan orang tua angkat harus dikaji ulang dan supaya
disesuaikan dengan ketentuan normatifnya, sebagaimana ketentuan wasiat
wajibah di negara-negara Islam lainnya.

2. Para hakim dalam memutus perkara sengketa waris yang melibatkan anak
angkat hendaknya tidak hanya menggunakan Pasal 209 Kompilasi
Hukum, namun juga terbuka pada pemikiran-pemikiran alternatif, dengan
pertimbangan bahwa bentuk formal kehadiran KHI hanya didukung
dalam bentuk Inpres. Berlakunya Kompilasi Hukum Islam tidak sama
dengan berlakunya peraturan perundang-undangan, sebagai mana terdapat
dalam diktum kedua Keputusan Menteri Agama yakni dengan adanya
frase: "sedapat mungkin".

3. Ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam sesungguhnya bukan satu-
satunya formulasi dalam penyelesaian hak waris anak angkat, maka
formulasi alternatif hibah wajibah perlu dikaji sebelum KHI dijadikan
sebagai undang-undang.

4. Para perumus Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam memformulasikan
suatu ketentuan haruslah memperhatikan konsep-konsep lain supaya tidak

terjadi perbenturan antar konsep dalam satu masalah yang sama.
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5. Formulasi alternatif Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam dapat berbunyi:

Pasal 209

1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176
sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua
angkat yang tidak menerima wasiat diberi hibah wajibah oleh ahli
waris.

2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi hibah
wajibah oleh ahli waris.

3) Hibah wajibah diambil dari bagian masing-masing ahli waris
berdasarkan keputusan hakim.
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